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8. Parsbturan. Pemerintah Nomor 27 Tabun 1982 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hubum  Acara Pidana
(Lambaran Negara Republik Indonssia Tahun 1983 Nomar
36y Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nemor 22 Tahun 1990 tentang
Fanyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkuian Jalan kepada Daerah Tingkat
I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negars Republik
Indonemia Tahun 1990 Nomer 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 34103;

10. Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 19923 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

CRapublik Indonesia Nemor 3527):

1i. Keputuzan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor f KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95
‘Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 1980 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Peaerintah dalam bidang Lalu Lintas dan
fngkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I  dan Daerah
Tingkat I1;

12, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor €8 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Anghkutan Orang di Jalan umum
dengan kendarsan umumg ;

13, Instruksi Menteri Dalam Negeri Momer 11 Tahun 1969
tentang Penevrtiban Pungutan Daerahy

14. Peraturan Dasrab Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kupang
Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tabta Kerja Dinas Lalu Lintas dan Anghkutan Jalan
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kupargs

Dengan  Persebujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

MEMLITUSKAN

Menatapkan @ PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DOERAH TINGKAT 11 KUPANG

TENTANG =~ IJIN TRAYEK , IJIM INSIDENTIL, IJIN
PENUTUPAN/PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI
KOTAMADYA DAERAH TIMSKAT 11 KURANG.

BABI
KETENTUAN UMLUM

FPagal 1

Dalam Peraturan Dasrah yang dimaksud dengan s

A
b.

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kupangs

Remerirntah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Kupangsy

Halikotamadys Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daesrah
Tingkat II Kupangj

Kepala Dinas Lalu Lintas dan ASpngkutan Jalan adalah Kepala Dinas
Lalu  Linbas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tinghkat 11
Kupangsj

kas Dasrah adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Kupang.

Kendaraan Bermotar adalah kEndaraan  yang digerakan aleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan ituj

Angutan adalah perpindahan orang dan akau barang dari suatu
tempat ke tempat lain dengan menpggunakan kendaran; a/ﬁ
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Traek adalah Lintasan untuk Pelayanan Jasa Angkutan;

Jalan adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umumj

1jin Trayek adalah ijin yang diberikan untuk pelayanan angkutan
arang dengan kendaraan dalam trayek tetap dan teratury

Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan -bermotor yang
dilengkapi sebanyak—banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk  tempat duduk pengemudinya, yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaranj

Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
iehih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
nengemudi, balk. dengan perlengkapan maupun tanpa perlengkapan,
pengangkutan bagasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum
dengan dipungut bayaranj .

Ijin Insidentil adalah ijin penyimpangan dari trayek yang telah
ditentukan dalam Kartu Pengawasan, ke trayehk lain untuk 1 (satu)
kali perjalanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas

©  dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tinghkat 11 Kupangy
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Ijin Penutupan Jalan/Penggunaan Jalan adalab ijin yang diberihkan
untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai gjalan atau
penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang petut
diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran
lalu lintas.

BEAB II
KETENTUAN ‘IJIN TRAYEK

. Fasal 2 .
Setiap mobil penumpang umum/mobil bus umum yang sebagian atau
seluruh kegiatan operasinya di Daerah atau melakukan kegiatan
angkutan kota di Daerah . pada trayek tetap dan teratur, harus
mendapat Surat Keputusan Ijin Trayek terlebih dabhulu dari
HWalikaotamadys kKepala Daevahy
Surat Keputusan Ijin tersebut pada ayat (1D pasal ini, diberikan
atas permahonan Pengusaha, _yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan dan syarat—syarat yang telah ditetaphkans
Permohbonan  untuk mendapatkan Surat Keputusan Ijin Trayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diterima abau
ditelak . selambat—-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari
ker jaj
1jin tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dipungut biaya.

Pasal 3

Jangka waktu berlakunya Surat Keputusan 1jin Trayek sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 FPeraturan Daerah ipi, adalah S {lima? tahun.
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Pasal 4
Untuk ketertiban pelaksanaan Surat Keputusan Ijin Trayek
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan daerah ini,
dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas lalu Lintas
Angkutan Jalang

_Pengendalian dan pengawasan untuk mobil penumpang umum dan mobil

bus umum, dilakukan dengan Kartu Pengawasan yang berlaku selama
5 (Ima) tahun, namun harus dilaporkan kembali setiap tahun untuk
pengesahan dan pembayaran vetribusij;

Pengendalian dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1> dan ayat
(29 pasal ini dilakukan terhadsp pemenuhan ketentuan—ketentuan

yang disebutkan dalam Burab Keputusan Ijin Trayek.



(S )

S L35

4

5

L &3

(R

&

BAER IIL
KETENTUAN. TJIN INSIDENTIL

Pasal 5
Setiap mebil penumpang umum/mobil bus umum yang akkan menyimpang
dari Burae Keputusan Ijin Trayek yang telak ditentukan dalam
Kartu Pengawagsan Ijin Trayek, harus mendapat ijin terlebih
dahulu dari Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalany
Ijin tersebut pads ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan
dari perorangan/Badan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang

. falab ditetapkan;

Burat Ijin Insidentil hanya diberikan untuk 1 {satu) kali
per jalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas?

-hari dan tidak dapat diperpangjands;

Dllarang ‘mengangkut penumpang umum pada trayek yang dilalui oleh
kendaraan tersebut;

Surat Ijin tersebut pada ayat (1Y pasal ini tidek dipungut
biaya. .

BA R IV
KETENTUAN IJIN PENUTUPAN/PENGGEUNAAN JALAN

Pasal &
Bagi perorangan/Badan yang mumerlukan penutupan jalanuntk suatu
kegiatan harus mendapat ijin terlebih dahulu  dari Hepala Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalang
Surat Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan atas
permohonan davi - perorangan/Badan sesual kaetentuan dan
syarat-syaralt yang telaly ditebapkany
Surat Ijin bersebut pada ayat (1) pasal ind, tidak dipunput
biaya.

BARB W

TATA CARA PERMOHONAN, BENTUK, JENIS, WARNA DAN JUMLAH FOMULIR

Famal 7

Tata cara peracshonan, pemberian 14in Trayek dan Ijin Panutupan/

Penggunaan Jalan dan . Ijin Insidentil  ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala DRaerahj

Bentuk, jenis, Warna, dan jumlah formulir yang dipergunakan dan
dilaksanakan secara terpusat oleh Dinas Lalu Linkas dan Angkutan
Jalana. ’

BAR IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pazal 8
Setiap kendarsan angkutan penumpang umum di Dasrah dalam trayek
tebap dan teratur,  serta angkutan  insidentil dan penutupan/
pengounaan jalan dikenakan retribusi;
Retribusi angkubtan umum di Daerabh dalam trayek tetap dan teratur

- sebagalimana dimaksud pada pagal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini,

ditebaphkan sesuai kapasitas tempat  duduk untuk setiap kendaraan

per-tahun sebagal berikut 3

“a. Mobil Bus Umum dengan kapasitas kurang dari 12 tempat dudulk,

sebesar Rpa. 10.000,~ (sepululh ribu rupiah)’Ksnd@raan/Tahun;

~B. Hobil Bus Umum dengan kapasitas 13 - 17 tempat duduk, sebesar

O Rpe  15.000,~ (liga belas ribu rupiahl/Kenderaan/Tahung

<. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 18 - 23 tempat duduk, sebesar
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/Kenderaan/Tahuni

d. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 24 -~ 40 tempat duduk, sebesar
Rpe 285.000,— (due puluh lima ribu rupiah)/Kenderaan/Tahung
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Pazal 2

Retribusi Angkutan Inmidentil bagl Angkuban Hota sebagaimana
dimaksud pada pasal (12 huraf  a dan pasal § Peraturan "Daerab ini
dibetapkan webasar Rp.23.000,~ (Tiga vibu vugiahl sekali peyjalanarn.
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. Pagal 1¢ )

Retyibusi penutupan/penggunsan  Jalan mebagaimana dimnaksud pada
pasal 8 dan pasal 92 ayat (12 Peradaran Dasvah ini.ditetapkan
pabesar Rp.10,000,~ (sepuluh vibu vupiahld untuk selana 3 (digs?
hari dan masil dapat diperpangang 2 (dual kali lagils
Parmohonanan Pﬁnqtunaﬁ/ﬁenggmnaan Jalan wnbuk hkepend i ngan
keduliaar thematiand dibebashan dari pungutan rebtribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat i) pasal indy

Permohonan Izin Penubupsan/Penggunasn Jalan unbuk  kepentingan
Famerar  Peabangunan,Peningkatan Pghergean Jalan atau keglatsn
perayaan havi Masional hanya dikenakan 1 (satud kali punguian
retribvel szlama keglatan.

Bag VII
TATA CARS PEMUNGUTANM DAM PENYETORAN

Pasal 11
Penunguitan Retribusi dilakukan oleh Dinas Lalulintas dan

. Angkuban Jalan,dengan menggunakan Hupon Tandx Pungutan Retribusi

{12

CTRRY  yang telsh divaligasi slek Dines Pendapatan  Dasvah
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Hupangs

Hasil Punguian Retribusi  dimakagd ﬁada passl ¥ dan  pasal

8.Peraturan Daerah  ini,disstor  sscars  Brate ke Kas dagrah
meislui Berdaharawan Persrvima dan  Panyetor Dinas Lalulinbas dan
Angluban Jalang

Kepada  Jura Pungut diberikan Upah Pungut  ssbasar 8% flima
persen) dari hasil pungutan.

B A& B YILI

KETENTUAN PIDANSG

' Fasal 12
Barang siaps yang melanggar hkatentuan ssbagaimans di maksud pads
pasal 2,4,5,7,8 dan 9 Peraturan Dasvah ini,diancama  dengan
hukuman  karungan  selasma-lamanys 2 (tigad bulan ataw  denda
smbanyak=banyvaknya Rp.25.000,~ (Dua pelub lies ribu rupiahdy
Tindak Pidana yang dimaksud pada ayab(l) pasal ind adelab tindak
pidana pelanggarans

B A B IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Fazal 13
Belain pejabat penyidik POLRI yang beriupas manyidik  tindak

 pidans, penyidik abas tindak pidans sebagsimana dimabksud dalam

Faraturan Daevabh ini dapat Juga dilshukan olsh Pejabat Peoyidik
Pegawal Negari Bipil (FPMS)  dilingkungan Pamevintah Dasrah yang
mengangkatnys berdagarbkan Peraturan Perundang-undangan  yang
barlaky

Dalam melaksanakan penyidikan, para penyidik Pegawsi Negerd
Bipll sebageimana dimaksud pada ayat (13 pasal  ini sempunyal
wawenang

T &, MeEnerima laporan dari  seseovang tentang adanya tindal

pidanasg
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. Melakukan tindakan pertama.pada tempat kejadian;

Menyuaruh berhe"t; 5955urang tersangka dari Peqzatannya dan

. memeriksa tandapengenal diri tersangkayj

d. Melakukan peny benda dan atau suratjy

“Eg'Melakukanvpémo ) an terhadap tersangka; o .

f. Memanggil sesegrang _untuP dldengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksl- . :

= Mendatangkan, or ng-.ahli yang Adiparlukan dalam hubungannya

. dengan pemer1ksaan perkarag ' s

h. Mengadakan: penghentian. peny1d1k3n setelah méhdapah petunjuk
. dari. . penyidik Polrid bahwa tidak terdapat cukup  bukti atau
peristiva tersebut bukan ‘merupakan . t!ndak pidana . dan

selanjwtnya, . ‘lalul peny1d1k Polri me eritahulkan hal

tEfsebut kepada penuntut Umum tersangka atau ‘keluarganya.

‘BAB, X
KETENTUAN“LAIN -LAIN

@. o ’ . Pasal 1.:

‘diatur ' dalam 'Peréturan.'Daérah ﬁni akan

}Hal ‘—hal yang belum,
:dltetapkan 1eb1h lanJut denqan keputusan Walikctamadya Kepala
ZDaerah. ; ; 5

B.AB XI

_ [KETENTUAN - PENUTUP

CPasal 14 : ‘ ~

H raturan‘Daerah 1n1 mulax barlaku pada tanggal - diundangkan.
oAgar sk farang dapat mengetahuinya, memerintahkan: pengundangan
%Pevaturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

szetapkan di'hupang
PadanTan--al 13 April 1997

1997 Tanggal
Lembaran Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat II
ni1997 Tanggal sowe A997.
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